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I. UMUM

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasidalam proses
pemerintah untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, tranparansi, dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah adalah merupakan arti dari
e-Government. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah dirasakan
manfaatnya di berbagai sektor kehidupan manusia. Penerapan teknologi
informasi dan komunikasidi sektor-sektor perbankan dan asuransi telah
memungkinkan transfomasi pemanfaatan yang tadinya hanya
menunjang kegiatan administrasi menuju ke peningkatan kualitas
layanan terhadap masyarakat. Kepemanfaatan teknologi informasi dan
komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun
peradaban manusia secara global.

Masyarakat dan dunia usaha memerlukan berbagai layanan baik
layanan yang bersifat pemberian informasi seperti misalnya terkait
dengan informasi pajak dan proses pengurusan maupun layanan
kepemerintahan seperti misalnya perijinan usaha. Selain itu masyarakat
dan dunia usaha juga dapat menyalurkan partisipasinya dalam bentuk
penyampaian saran dan kritik maupun pemberian pendapat atas
kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Tanpa bantuan
teknologi informasi dan komunikasi, dalam upaya untuk mendapatkan
layanan maupun pemberian partisipasi, maka masyarakat dan dunia
usaha perlu mengunjungi instansi yang bersangkutan. Dalam hal
sebuah layanan melibatkan lebih dari satu instansi maka masyarakat
dan dunia usaha seringkali harus meluangkan lebih banyak waktu dan
biaya untuk berkunjung dari satu PD ke PD lainnya. Waktu proses
pendapat menjadi lebih lama jika semua proses masih dilakukan secara
manual tanpa memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
Keharusan untuk berkunjung dari satu PD ke PD lainnya akan menjadi
lebih berkurang jika tersedia sebuah pusat data terintegrasi yang
menyimpan  sebagian besar data yang dibutuhkan untuk
pengeksekusian proses-proses dari sebuah layanan, sehingga bukan lagi
orang yang berjalan dari satu instansi ke instansi, melainkan informasi
yang diperlukan. Selain masyarakat dan dunia usaha, implementasi e-
government juga akan sangat membantu aparatur pemerintah dan
instansi dalam proses administrasi umum seperti manajemen dokumen
elektronik, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian.
Kumpulan peraturan-peraturan yang ada juga dapat dipusatkan di
manajemen dokumen  elektronik untuk mempermudah dan
mempercepat proses pencarian saat diperlukan.



Sumber daya manusia merupakan faktor terpenting dalam
suksesnya pelaksanaan e-government. Untuk itu perlu upaya terus
menerus untuk meningkatkan kemampuan SDM seiring dengan
perubahan yang terjadi. Upaya pengembangan SDM dapat dilakukan
dengan dua strategi yang saling melengkapi yaitu strategi yang bersifat
menguatkan kekuatan internal dan strategi yang memanfaatkan
kekuatan eksternal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pelayanan non publik” adalah
kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi internal penyelenggara pelayanan publik atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Pasal 5
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.



Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.
Huruf c

Cukup jelas.
Huruf d

Cukup jelas.
Huruf e

Cukup jelas.
Huruf f

Cukup jelas.



Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.



Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup Jelas.
Huruf b
Cukup Jelas.
Huruf c
Cukup Jelas.
Huruf d
Cukup Jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.



Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.



Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.
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